
  
 
 

BUPATI PESAWARAN 
PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
NOMOR 6 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023 
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KABUPATEN PESAWARAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

BUPATI PESAWARAN, 

 

Menimbang : 
 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Pesawaran tentang Perubahan Kedua 
Atas  Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 
tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten 
Pesawaran; 

 

Mengingat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007     
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4749);  
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan      
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 
 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33      
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020      
Nomor 57) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;  

 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010          
Nomor 517); 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80          
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia  Tahun  2018        
Nomor 157);  
 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023          
Nomor 363); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian 
Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 152); 
 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4     
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89); 

 
 



12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan staf Ahli 
Bupati Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran 
Tahun 2022 Nomor 510); 

   

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG STANDAR 

HARGA SATUAN BIAYA KABUPATEN PESAWARAN.       

 

 
Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 
tentang Standar Harga Satuan Biaya, diubah sebagai berikut : 

 

Pasal I 
 

8.1.01.03.07.001 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan. 

8.1.01.03.07.002 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. 

8.1.01.03.07.003 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan 

Jasa (UKPBJ) 

8.1.02.02.01.003 Honorarium/Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa 
Acara/Panitia. 

8.1.02.02.01.004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan. 

8.1.02.02.01.005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan 
Beracara 

8.1.02.02.01.006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 

8.1.02.02.01.007 Honorarium Rohaniawan 

8.1.02.02.01.008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 
Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 

8.1.02.02.01.011 
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 
Pelatihan (Diklat). 

8.1.02.02.01.012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

8.1.02.02.01.013 Jasa Tenaga Pendidikan 

8.1.02.02.01.014 Jasa Tenaga Kesehatan 

8.1.02.02.01.017 Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 
Perlindungan Masyarakat 

8.1.02.02.01.019 Jasa Tenaga Penanganan Bencana 

8.1.02.02.01.023 Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 

8.1.02.02.01.026 Jasa Tenaga Administrasi 



8.1.02.02.01.027 Jasa Tenaga Operator Komputer 

8.1.02.02.01.028 Jasa Tenaga Pelayanan Umum 

8.1.02.02.01.029 Jasa Tenaga Ahli 

8.1.02.02.01.030 Jasa Tenaga Kebersihan 

8.1.02.02.01.031 Jasa Tenaga Keamanan 

8.1.02.02.01.033 Jasa Tenaga Supir 

8.1.02.02.01.035 Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 

8.1.02.02.01.039 Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 

8.1.02.02.01.042 Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 

8.1.02.02.01.045 Jasa Pelayanan Kearsipan 

8.1.02.02.01.055 Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 

8.1.02.02.01.071 Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur. 

8.1.02.01.01.052 Konsumsi Rapat. 

8.1.02.01.01.053 Makanan dan Minuman Jamuan Tamu. 

8.1.02.01.01.058 Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan. 

8.1.02.02.01.059 Tagihan Telepon. 

8.1.02.02.01.060 Tagihan Air. 

8.1.02.02.01.061 Tagihan Listrik. 

8.1.02.03.02.035 Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan darat 
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan. 

8.1.02.02.05.001 Sewa Bangunan Gedung Kantor. 
 

8.1.02.02.05.050 Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 

8.1.02.03.02.405 Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan 

Personal Computer. 

8.1.02.03.02.123 Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah 
Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use). 

8.1.02.01.01.061 Pakaian Sipil Harian (PSH) 

8.1.02.01.01.062 Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 

8.1.02.01.01.063 Pakaian Dinas Harian (PDH) 

8.1.02.01.01.064 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 

8.1.02.04.01.001 Perjalanan Dinas Biasa 

8.1.02.04.01.003 Perjalanan Dinas Dalam Kota 
 



 
 

                                                  Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran. 

 
 
 Ditetapkan di Gedong Tataan 

pada tanggal 6 Mei 2024 
 
BUPATI PESAWARAN 

 
 

dto 
 
DENDI RAMADHONA K. 

 
Diundangkan di Gedong Tataan 
pada tanggal 6 Mei 2024 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, 

 
 

dto 

 
                                WILDAN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024 NOMOR 644 

 
Sesuai Dengan Salinan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDAKAB PESAWARAN, 

               
 
 

 
RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H. 
Penata Tk. I 

NIP. 19840919 201101 1 006 
 

 
 
                          


